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ABSTRAK

Fidusia adalah lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak disamping gadai dimana dasar hukumnya
yurisprudensi. Walaupun lembaga Fiducia ini sudah melembaga dalam praktek perFIFan khususnya FIFAstra,
tidak terlepas dari cacat. Dimana menjadi persoalan adalah ketentuan mana yang akan diterapkan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian
kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi
jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana
disebutkan dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan harus dibuat dengan
suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta jaminan fidusia. Kesimpulannya adalah dalam Fiducia benda
jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik
secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap bisa
mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kata Kunci : Fidusia, Pengaturan Fidusia, FIFAstra, Debitur, Kreditur

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan perekonomian pada
dasarnya, pinjam-meminjam uang atau pemberian
kredit oleh FIF atau non FIF diberikan kepada siapa
saja yang memiliki kemampuan untuk membayar
kembali dengan syarat melalui perjanjian utang
piutang di antara kreditur dan debitur. Perjanjian
kredit yang dibuat oleh FIF ataupun non FIF
kepada debitur merupakan salah satu aspek yang
sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian
kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur
yang isinya menentukan dan mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan
pemberian kredit.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal
dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah
lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti
penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan
memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap
menguasai barang jaminan. Lembaga jaminan
fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42
tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang telah
diundangkan pada tanggal 30 September 1999.
Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia
adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak
yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut
Undang-Undang nomor  4 tahun 1996 tentang hak

tanggungan yang dimiliki oleh penerima fidusia
yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan
yang mempunyai hak untuk didahulukan dari pada
kreditur lainnya.

Suatu perjanjian penjaminan, biasanya
memang antara kreditur dan debitur disepakati janji
tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan
memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur
dan nantinya sudah didaftarkan dengan maksud
juga untuk mengikat pihak ketiga. Dengan
demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia
menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi
milik penerima fidusia sedangkan terhadap
penerima fidusia perlindungan hukum yang
diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai
mengikat pihak ketiga.

Bentuk kelemahan diperburuk dengan
tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia
dilapangan, berupa tidak dilakukannya pendaftaran
benda jaminan fidusia (hanya berhenti pada
pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi
yang memberikan biaya tambahan bagi penerima
fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan
fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak
memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.

Sehingga tidak mengherankan akibat
praktek dilakukan secara damai dalam kasus-kasus
lamban dan susahnya eksekusi jaminan fidusia
menjadi persoalan, dalam pra survey yang peneliti
lakukan, misalnya pada karyawan  FIFAstra
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perjanjian fidusia tidak efektif karena susahnya
pelaksanaan eksekusi.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas,
peneliti dapat menarik perumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana pengaturan perjanjian kredit

jaminan fidusia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
jaminan fidusia?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit
jaminan fidusia di FIFAstra?

b. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Kredit

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUH Perdata
menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian adalah
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”. Defenisi dalam pasal tersebut diatas
sebenarnya belum memuaskan, sehingga banyak
para sarjana yang menjelaskan defenisi perjanjian
secara terperinci antara lain adalah R. Subekti yang
memberikan defenisi bahwa perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal, sehingga tiap perjanjian
mengikat kedua belah pihak.

2.1.2. Pengertian Kredit

Sedangkan arti kredit dalam dunia
perFIFan di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1
ayat (1) (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang PerFIFan yaitu :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara FIF dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
suatu jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan
atau pembagian hasil keuntungan.

2.1.3. Pengertian Fidusia

Fiducia yang lengkapnya disebut
Fiduciaire Eigendom Overdracht (FEO) adalah
lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak
disamping gadai dimana dasar hukumnya
yurisprudensi. Lembaga ini banyak disebut dengan
bermacam-macam nama. Menurut Subekti
pengertian "Fiducia" adalah penyerahan secara
kepercayaan. Selanjutnya Subekti menyatakan
bahwa perkataan "fiduciaire" yang berarti secara

kepercayaan yang diberikan secara timbal balik
oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang
keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik,
sebenarnya (ke dalam) hanya suatu jaminan saja
untuk suatu hutang.

2.1.4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Fidusia

Pendapat pertama mengemukakan bahwa
perjanjian Fiducia itu bersifat zakelijk (kebendaan).
Pendapat kedua mengatakan, bahwa perjanjian
Fiducia merupakan perjanjian yang bersifat
persoonlijk (perorangan). Bentuk perjanjian
Fiducia dalam praktek disyaratkan tertulis, namun
tidak perlu adanya penyerahan nyata.

2.1.5. Obyek Jaminan Fidusia

Menurut sejarah pada mulanya
yang menjadi obyek Fiducia adalah benda-benda
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih
akan ada. Akan tetapi pada perkembangan
selanjutnya tidak sedikit pula benda yang tidak
bergerakpun juga menjadi obyek Fiducia. Obyek
fidusia diantaranya adalah benda-benda
bergerak/berwujud, benda bergerak tidak berwujud,
benda tetap. Dalam hal ini para sarjana banyak
yang sepakat bahwa obyek jaminan Fiducia tidak
hanya terbatas pada benda bergerak saja, tetapi juga
benda tidak bergerak bisa dijadikan obyek jaminan
Fiducia (didasarkan Undang-Undang Nomor 16
pasal 1 angka 8 Tahun 1985).

c. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Menggunakan metodologi berikut :

1. Type Penelitian
Dalam metode penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif,
penelitian kepustakaan yaitu meneliti
bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Pendekatan Masalah
Untuk membahas permasalahan dalam
penelitian ini, digunakan pendekatan-
pendekatan sebagai berikut :
- Pendekatan perundang-undangan

(Statute Approach)
- Pendekatan Konseptual (Conseptual

Approach)
- Pendekatan kasus (Case Approach)

3.2. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data
dengan cara membaca, mempelajari dan
mengidentifikasi seluruh data baik peraturan
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perundang-undangan, kepustakaan dan putusan
pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus
yang ada, data bersifat umum kemudian ditarik atau
disimpulkan menjadi khusus, sehingga data yang
diperoleh berkaitan dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian ini.

3.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian
langkah pengumpulan data adalah melalui studi
kepustakaan, yaitu semua data yang terkait dengan
pokok permasalahan, data tersebut disusun secara
sistematis untuk lebih mudah membaca dan
mempelajarinya.

d. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Agar perusahaan makin berkembang maju
dan kredit yang diberikan dipergunakan dengan
semestinya oleh debitur, maka FIFAstra harus
memberikan pembinaan dan pengarahan kepada
debitur tersebut. Selama diadakan pengawasan dan
pembinaan ini, FIFAstra tetap memantau terhadap
penggunaan kredit yang dikelola oleh debitur.
Apabila selama jangka panjang waktu meminjam
kredit tersebut debitur tidak pernah lalai akan
kewajibannya untuk membayar angsuran beserta
bunganya, maka untuk periode berikutnya FIFAstra
dapat memberikan tambahan kredit dan lebih
banyak dari nilai kredit yang sebelumnya.

Dalam pengajuan permohonan kredit pada
FIFAstra ini pada prinsipnya, mengandung asas-
asas umum hukum perdata yaitu adanya asas
kesepakatan di antara para pihak, yakni antara
pihak debitur dan pihak FIFAstra sendiri.

Apabila seseorang hendak mengajukan
permohonan kredit pada FIFAstra maka terlebih
dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh pihak FIFAstra. Ada 5 (lima)
tahapan yang berkenaan dengan permohonan kredit
yaitu :
1. Pengajuan Kredit di FIFAstra

Calon peminjam/nasabah kredit
datang ke FIFAstrauntuk mengutarakan
maksudnya meminta kredit dengan
mengajukan permohonan ke FIFAstra.
Formulir permohonan tersebut telah disediakan
oleh pihak FIFAstra. Formulir tersebut
dicantumkan antara lain:
- Nama nasabah
- Alamat nasabah/tempat nasabah tersebut

menjalankan usahanya.
- Besarnya kredit yang diminta, jangka

waktu kredit dan keterangan untuk apa
kredit tersebut digunakan.

- Bentuk jaminan yang akan diserahkan.

Setelah itu formulir permohonan kredit akan
diteruskan ke bagian kredit untuk diperiksa.
2. Penilaian Kredit di FIFAstra

Penilaian kredit akan dilakukan oleh pihak
FIFAstra. Dalam tahap ini FIFAstratetap
memeriksa apa yang disebut dengan the five
C's of credit analisys, seperti yang telah
dilakukan oleh FIF-FIF pada umumnya,
yakni1:

a. Character
b. Capacity
c. Capital
d. Condition of economics
e. Collecteral

3. Pengambilan Keputusan di FIFAstra
Dalam tahapan ini pimpinan FIFAstra
mempertimbangkan hasil pemeriksaan oleh
petugas FIFAstra pada tahap penilaian yang
telah maju. Apabila pimpinan menyetujui,
permohonan kreditnya dapat diterima.

4. Realisasi
Tahap realisasi merupakan tahap akhir antara
debitur mengajukan permohonan kreditnya.
Dalam tahap ini pihak FIFAstra dan debitur
telah menyetujui perjanjian membuka kredit
yang tertuang di dalam akta perjanjian
membuka kredit.

Proses pendaftaran jaminan Fidusia
dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia
oleh Notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran
di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sesuai dengan
ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang Undang
Fidusia. Selanjutnya untuk melaksanakan secara
teknis ketentuan pasal-pasal Peraturan Pemerintah
nomor 86 tahun 2000, maka ditetapkanlah
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Nomor M.01.UM.01.06 tahun 2000 tentang Bentuk
Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan Fidusia
diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM;

1. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Melalui Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Oleh penerima Fidusia, kuasa atau

wakilnya;
4. dengan melampirkan pernyataan pendaftaran

jaminan Fidusia sesuai formulir yang bentuk
dan isinya sudah ditetapkan M.01.UM.01.06
tahun 2000;

5. dilengkapi dengan:
a) salinan akta notaris tentang

pembebanan jaminan Fidusia, yaitu
salinan akta yang menguraikan obyek
jaminan Fidusia, termasuk salinan
lampiran jika akta tersebut disertai
lampiran;

b) surat kuasa atau surat pendelegasian
wewenang untuk melakukan

1 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan
Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.71
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pendaftaran jaminan Fidusia ; bukti
pembayaran beaya pendaftaran
jaminan Fidusia.

Hambatan bagi debitur/nasabah dalam
pengembalian, banyak dipengaruhi faktor-faktor
yang terdapat di dalam dan di luar pribadi debitur.
Faktor yang terdapat dalam diri debitur tersebut
disebabkan dari faktor yang bersifat internal,
sedangkan yang terjadi di luar diri debitur disebut
faktor eksternal. berdasarkan titel eksekutorial ini
penerima Fiducia dapat lansung melaksanakan
eksekusi melalui pelelangan umum atas objek
jaminan Fiducia tanpa melalui pengadilan.

Undang-Undang jaminan Fiducia juga
memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi
melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan
dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata
monopoli jaminan Fiducia, karena dalam hal gadai
juga dikenal lembaga serupa. Pasal 29 Undang-
Undang Jaminan Fiducia menyatakan bahwa
apabila debitur atau pemberi Fiducia cedera janji,
eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek
jaminan Fiducia dapat dilakukan. Jadi prinsipnya
adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek
jaminan Fiducia harus melalui pelelangan umum,
karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh
harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam
hal penjualan melalui pelelangan umum
diperkirakan tidak akan menghasilkan harga
tertinggi yang menguntungkan baik pemberi
fiducia dan penerima fiducia, maka dimungkinkan
penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut
disepakati oleh pemberi fiducia dan penerima
fiducia dan syarat jangka waktu pelaksanaan
penjualan tersebut dipenuhi.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fiducia
mewajibkan pemberi fiducia untuk menyerahkan
benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia dalam
rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia.
Dalam hal pemberi fiducia tidak menyerahkan
benda yang menjadi objek jaminan fiducia pada
waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fiducia
berhak mengambil benda yang menjadi objek
jaminan fiducia dan apabila perlu dapat meminta
bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam benda yang menjadi objek
jaminan fiducia terdiri atas benda perdagangan atau
efek yang dapat dijual di pasar atau bursa,
penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal akan otomatis
berlaku. Pengaturan serupa dapat kita lihat juga
dalam hal pranata gadai, sebagaimana diatur dalam
pasal 1155 ayat (2) Kitab Undang-Undang Perdata.
Ketentuan yang diatur dalam pasal 29 dan 31
Undang-Undang Jaminan Fiducia sifatnya
mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas
kemauan para pihak. Setiap janji untuk
melaksanakan eksekusi terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fiducia dengan cara yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, adalah batal
demi hukum (pasal 32 Undang-Undang Jaminan
Fiducia).

Untuk Hak Tanggungan dapat dilihat pada
pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
yang berbunyi: "Janji yang memberikan
kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila
debitor cidera janji, batal demi hukum".

Berdasarkan keterangan di atas didalam
praktek sering ditemukan perjanjian fidusia dimana
didalamnya dicantumkan ketentuan, bahwa apabila
debitor atau pemberi fidusia lalai atau tidak
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang
telah ditentukan untuk itu, kepada kreditor atau
pemberi fidusia diberi kuasa/kewenangan mutlak.
dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan
berakhir atas dasar sebab-sebab yang ditentukan
dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Jaminan fidusia merupakan suatu
perjanjian ikutan (accessoir) yang selalu mengikuti
perjanjian pokoknya yang baru timbul setelah
adanya perjanjian pokok yang mensyaratkan obyek
jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan
kreditnya. Yang dimaksud dengan perjanjian pokok
(obligatoir) adalah perjanjian kredit antara pihak
pemberi kredit, yaitu FIF dengan calon penerima
kredit atau debitomya, yang merupakan perjanjian
dasar. Bentuk dari perjanjian kredit ini bebas,
artinya tidak disyaratkan dipergunakan bentuk-
bentuk tertentu, baik dalam bentuk akta Notaris
Waupun akta di bawah tangan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal
1338 ayat (I) KUH Perdata. Jika debitor tidak dapat
memenuhi prestasi secara sukarela, maka kreditor
mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan
piutangnya terhadap harta kekayaan debitor yang
dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari
kreditor itu dilakukan dengan cara penjualan
dimuka umum karena adanya janji terlebih dahulu
dengan cara eksekusi atau bisa juga dengan
penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk
pelunasan piutang kreditor. Sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Jaminan Fidusia, bahwa pembebanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam
bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan
fidusia. Dari ketentuan ini dapat dilihat
bahwasanya setiap pembebanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris.
Apabila suatu pembebanan jaminan fidusia dibuat
dengan akta dibawah tangan. Dengan nilai
penjaminan yang besar maka, secara otomatis
terhadap pembebanan tersebut tidak dapat
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang
berakibat tidak menjamin kepentingan pihak
penerima fidusia. Sebelum lahirnya Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jarninan
Fidusia, tidak ada kewajiban pendaftaran
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pembebanan jaminan fidusia, dan ketentuan yang
menyangkut pembebanan jaminan fidusia tersebut.
Sehingga tidak dapat terbit Sertifikat Jaminan
Fidusia yang memiliki titel eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Lahimya Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 maka pembebanan jaminan
fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan kriteria dan
nilai penjaminan. FIFAstra selaku penerima fidusia
hendaknya diberi hak atas dasar suatu kuasa yang
tercantum pada akta jaminan fidusia, untuk setiap
saat memasuki tempat dimana jaminan
berada/disimpan, untuk memeriksa keadaannya dan
melakukan atau menyuruh segala perbuatan yang
seharusnya dilakukan untuk mempertahankan agar
jaminan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Hal
ini dimaksudkan agar terdapat kontrol terhadap
obyek jaminan, sehingga setiap saat FIF dapat
mengetahui keadaan dan keberadaan obyek
jaminan, jangan sampai obyek jaminan fidusia
hilang, mengalami kerusakan, atau hal-hal lain
yang berakibat turunnya nilai jaminan. Untuk
menjamin kepentingan semua pihak, baik kreditor
maupun debitor maka hendaknya dalam akta
pemberian jaminan fidusia dicantumkan klausula-
klausula yang mengandung janji-janji sehingga
mengikat para pihak yaitu debitor sebagai pemberi
fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia.
Klausula-Klausula yang mungkin dapat
dicantumkan dalam akta pemberian jaminan
fidusia.

Dari hasil penelitian yang penulis temui,
dalam praktek terdapat beberapa macam kendala-
kendala sehubungan dengan pembebanan jaminan
fldusia, adalah sebagai berikut:
1. Pembebanan fidusia secara di bawah tangan.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia praktek
pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan
dengan di bawah tangan, namun sejak
diberlakukan Undang-undang tersebut maka
hal yang demikian tidak diperkenankan lagi.
Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang jaminan fidusia, menentukan bahwa
pembebanan benda dengan jaminan fidusia
dibuat dengan akta Notaris dalam babasa
Indonesia dan merupakan akta fidusia.

2. Obyek fidusia tidak diasuransikan.
Dengan alasan mengurangi biaya atau beban
yang harus ditanggung oleh debitor maka
terhadap obyek jaminan fidusia tidak
diasuransikan. Hal demikian ini sebenarnya
memperlemah posisi kreditor (FIF), dimana
setiap saat suatu obyek jaminan fidusia dapat
mengalami masuk atau musnah, misalnya:
kendaraan bermotor mengalami kecelakaan.
Dengan tidak diasuransikan obyek jaminan
fidusia maka tidak ada penggantian apabila
nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

terhadap obyek jaminan fidusia,
3. Akta jaminan fndusia tidak didaftarkan.

Sebelum lahimya Undang Nomor 42 Tahun
1999, banyak terjadi di dalam praktek, bahwa
akta jaminan fidusia tidak didattarkan. Namun
sejak keluarnya Undang-undang Jaminan
Fidusia ini, sesuai dengan Pasal 11. maka
benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
ini wajib didaftarkan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut,
akan penulis bahas alternative-alternatif
penyelesaianya dari kendala-kendala di atas
sebagai berikut ini :
1. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan

Akta Notaris. Sebagaimana ditentukan oleh
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan
Fidusia, bahwa pembebanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta
Jaminan fidusia. Apabila suatu pembebanan
jaminan fidusia dibuat dengan akta dibawah
tangan. Dengan nilai penjaminan yang besar,
secara otomatis terhadap pembebanan tersebut
tidak dapat didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia yang berakibat tidak
menjamin kepentingan pihak penerima fidusia.

2. Setiap pembebanan jaminan fidusia wajib
didaftarkan.Sebelum lahirnya Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jarninan
Fidusia, tidak ada kewajiban pendaftaran
pembebanan jaminan fidusia, dan ketentuan-
ketcntuan yang menyangkut pembebanan
jaminan fidusia tersebut. Sehingga tidak dapat
terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki
titel eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap. Dengan lahimya Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tersebut maka
pembebanan jaminan fidusia maka wajib
didaftarkan.

3. Pemeriksaan terhadap obyek fidusia oleh
Penerima fidusia. Hal ini dimaksudkan agar
terdapat kontrol atau pengawasan terhadap
obyek jaminan, sehingga setiap saat FIF dapat
mengetahui keadaan dan keberadaan obyek
jaminan, jangan sampai obyek jaminan fidusia
hilang, mengalami kerusakan, atau hal-hal lain
yang berakibat turunnya nilai jaminan.

4. Pencantuman klausula-klausula (janji-janji)
yang mengatur kepentingan para pihak dalam
akta pemberian jaminan fidusia. Untuk
menjamin kepentingan semua pihak, baik
kreditor maupun debitor maka dalam akta
pemberian jaminan fidusia dicantumkan
klausula yang mengandung janji sehingga
mengikat para pihak yaitu debitor sebagai
pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima
fidusia. Klausula-Klausula yang mungkin
dapat dicantumkan dalam akta pemberian
jaminan fidusia
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5. Mengansuransikan obyek jaminan fidusia.
Musnahnya atau rusaknya benda  yang menjadi
jaminan fidusia tentu menyebabkan
hapusnya/berakhimya jaminan fidusia. Untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
maka terhadap benda yang difudisiakan
tersebut harus diasuransikan.

e. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan
sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan
dari hasil penelitian sebagai berikut:
a. Pengaturan perjanjian kredit fidusia

berdasarkan undang-undang No. 42 Tahun
1999 Tentang jaminan fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
kepercayaan berdasarkan perjanjian kredit
dengan ketentuan bahwa benda tetap berada
dalam kekuasaan pemilik benda atau debitur.

b. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia pada umumnya dilakukan dengan
menempuh prosedur pengajuan kredit oleh
debitur kepada pihak kreditur FIFAstra yaitu :

1. Pengajuan kredit
2. Penilaian terhadap kredit
3. Pengambilan keputusan oleh

FIFAstra terhadap pemohon kredit
4. Realisasi kredit
5. Pengawasan-pengawasan terhadap

penggunaan kredit dan terhadap
barang jaminan.

Sesuai dengan sifat ikutan atau accesoir
dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia
tergantung pada piutang yang dijamin
pelunasannya dan apabila piutang tersebut hapus
karena lunasnya utang maka jaminan fidusia
menjadi hapus.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka
peneliti menyumbangkan saran demi kemajuan
FIFAstra dan pihak lainnya yang membutuhkan.
Berikut ini masukan dari peneliti:

a. Dalam pemberian kredit dengan jaminan
Fiducia, hendaknya pihak FIFAstra
sebagai kreditur perlu mengadakan
pengawasan/pemeriksaan secara rutin,
guna mencegah timbulnya
penyalahgunaan terhadap kredit yang
diberikan.

b. Untuk mencegah dan mengatur kemacetan
pengambilan kredit, sudah selayaknya
pemerintah menghidupkan kembali
lembaga penyanderaan terhadap debitur.
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